ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KONTRAK KARYA PT.FREEPORT INDONESIA
DAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG DIMILIKINYA SEBAGAI MULTINATIONAL
CORPORATION KEPADA PEMERINTAH INDONESIA SEBAGAI NEGARA
PENERIMA MODAL DAN PENGARUHNYA BAGI NEGARA PENANAM MODAL
TERKAIT PERUBAHAN KONTRAK KARYA MENJADI 1JIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)

Kedudukan Kontrak Karya yang menjadi landasan hukum kerjasama antara pemerintah
Indonesia dengan penanam modal asing dalam hal ini PT.Freeport Indonesia telah menjadi suatu
kesenjangan hukum yang selalu dipermasalahkan beberapa tahun terakhir ini Terutama sejak diterbitkan
PP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun permasalahan
hukum yang diteliti adalah mengenai kedudukan kontrak Karya PT Freeport Indonesia dan
pertanggungjawaban serta akibatnya sebagai Multinational Corporation terhadap Home State dan Host
State. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengkaji-kedudukan Kontrak Karya milik PT FI menganalisis
akibat apabila PT FI tidak mematuhi kebijakan pemerintah untuk merubah KK menjadi IUPK dan
mengkaji mengenai pertanggungjawaban yang dimiliki PT FI sebagai Multinational Corporation.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual pendekatan perundang-undangan mengacu
pada KUHPER, UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara. Kemudian pendekatan konseptual yang digunakan oleh penulis adalah untuk
membangun suatu konsep di dalam pengaturan mengenai hubungan kontraktual antara pemerintah
dengan pihak asing dalam hal ini MNC. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain
peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan dan batubara dan KK antara PT FI dengan
pemerintah Indonesia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang
berkaitan dengan Kontrak Karya dan Multinational corporation serta kamus kamus.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kedudukan KK milik PT FI secara kontraktual
karena kontrak tersebut mengandung unsur publik maka harus menyesuaikan dengan UU Nomor 4
tahun 2009 dalam hal pembangunan smelter dan dengan adanya PP -Nomor 1 Tahun 2017 PT FI yang
belum membangun smelter sampai 100% tidak dapat melakukan ekspor konsentrat kecuali PT Freeport
merubah kontraknya menjadi IUPK. Kemudian dengan adanya pertanggungjawaban yang diemban
sebagai MNC mengharuskan PT FI untuk patuh dan taat dengan kebijakan pemerintah penerima modal
yaitu PTFI untuk mengekspor konsentrat harus merubah Kontrak Karya menjadi IUPK. Selain itu
dengan tidak terdapatnya klausul arbitrase mengakibatkan PT FI hanya dapat melakukan gugatan
arbitrase apabila telah membuat akta kompromis yaitu perjanjian tentang arbitrase yang baru ada setelah
terjadinya sengketa sehingga apabila PT FI memilih opsi untuk tetap pada KK sampai masa berlakunya
selesai maka PT FI tidak dapat melakukan ekspor konsentrat yang artinya transportasi bisnis antara PT
FI sebagai anak perusahaan kepada Freeport-mcmoran incorporated akan mengalami kemacetan yang
akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan sendiri dan juga Home State. Adapun saran dari penulis
adalah Pemerintah perlu memperhatikan mengenai kebijakannya dan juga apabila tidak adanya MNC
dalam suatu negara dapat merupakan suatu kerugian yang harus dipertimbangkan serta diperlukannya
peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor asing yang menanamkan modalnya di
Indonesia.
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ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW ON THE POSITION OF CONTRACT OF WORK OF PT.
FREEPORT INDONESIA AND ITS LEGAL LIABILITY AS A MULTINATIONAL
CORPORATION TO THE INDONESIAN GOVERNMENT AS HOST STATE AND

CONSEQUENTLY TO HOME STATE REGARDING THE CHANGE OF CONTRACT OF
WORK TO BECOME A SPECIAL MINING BUSUNESS LICENSE

The position of the Contract of Work under which the law of cooperation between the
government of Indonesia and foreign investors in this case PT.Freeport Indonesia has become a
legal gap that has always been questioned in recent years Especially since issued PP No. 1 of
2017 on the Fourth Amendment of Government Regulation No. 23 Year 2010 on the
Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. The legal issues studied are
regarding the position of the contract of PT Freeport Indonesia Works and the accountability and
consequences as Multinational Corporation to Home State and Host State. The purpose of this
study is to examine the position of PTFI's Contract of Work to analyze the consequences if PT FlI
does not comply with government policy to convert KK into IUPK and examine the accountability
of PT FI as Multinational Corporation.

This research uses normative juridical research method using legislation approach
and conceptual approach of legislation approach refers to KUHPER, Law Number 11 Year 1967
regarding Mining Law Number 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining PP No. 1 of
2017 on Fourth- Amendment Of Government Regulation Number 23 ‘of 2010 concerning the
Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. Then the conceptual approach
used by the author is to build a concept in the regulation of the contractual relationship between
government and foreign parties in this case MNC. The primary data used in this study are mining
and coal mining laws and COW between PT FI and the Indonesian government. Secondary data
used in this research are books related to Contract of Work and Multinational corporation and
dictionary dictionary.

The result of this research reveals that the position of COW belongs to PT FI
contractually because the contract contains public element hence have to adjust with Law Number
4 year 2009 in the case of smelter development and with PP Number 1 Year 2017 PT FI which not
yet build smelter until 100% Export concentrates unless PT Freeport changes its contract to
IUPK. Then with the responsibility held as the MNC requires PT FI to comply and obey with the
recipient government policy of PTFI to export the concentrate must change the Contract of Work
into IUPK. In addition, in the absence of an arbitration clause, PT FI may only file an arbitration
suit if it has made a compromise deed, namely a new arbitration agreement after the dispute so
that if PT FI chooses the option to remain in the COW until the validity period is completed then
PT FI can not perform Export concentrate which means business transportation between PT FI as
a subsidiary to Freeport-morpm incorporated will experience congestion that will cause harm to
the company itself and also Home State. The author's suggestion is that the Government should
pay attention to its policy and also if the absence of MNC in a country can be a loss that must be
considered and the need for regulation to provide legal certainty for foreign investors who invest
their capital in Indonesia.
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: Mineral dan Batubara



DAFTAR LAMPIRAN

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan

PP No 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitarase dan

Alternatif Penyelaesaian Sengketa



